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ABSTRAK
Nama : RISWAN L
NIM : 10500112063
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul : Peranan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap pembinaan 
Narapidana Anak ( Studi Kasus Lapas Anak Kelas II B Kota 
Pare-Pare )
Pembinaan narapidana Anak di Lemabaga Pemasyarakatan Anak Kota Pare-
Pare. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ruang lingkup pembinaan 
narpidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kota-Pare, dan sejauh mana peranan 
Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kota Pare-Pare dalam melakukan pembinaan 
terhadap warga binaan Anak.
Metode dalam penelitian ialah empericial research dengan pendekatan 
kualitatif. Data yang diperoleh dikumpulkan melalui studi pustaka, observasi, 
wawancara, dokumentasi dan penelurusan online kemudian data tersebut dianalisis, 
disistematiskan, dalam bentuk deskriptif.
Berdasarkan hasil penlitian dapat diketahui bahwa ruang lingkup pembinaan 
narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kota Pare Pare meliputi pembinaan 
keagaman, upaya pembinaan ini untuk meneguhkan iman supaya mereka dapat 
menyadari kesalahan dari perbuatan mereka, pembinaan kemandirian juga diberikan 
kepada mereka untuk mengembangkan bakat-bakat keterampilan mereka selama 
berada didalam lembaga, begitu juga dengan bentuk pembinaan lainnya seperti 
pembinaan kemampuan intelektual dan mengintegrasikan diri agar mereka bisa 
kembali bermasyarakat seperti masyarakat pada umumnya setelah bebas nanti. Dan 
diantara sekian lingkup pembinaan terhadap narapidana anak akan terlaksana dengan 
baik karena adanya peran petugas lapas yang memiliki kemampuan dalam bidangnya 
masing-masing sehinga tujuan dari pada amanat undang-undang tentang pembinaan 
terhadap warga binaan dapat tercapai dan terpenuhi hak dari masing-masing mereka
Oleh karena itu, setelah selesai menjalani masa pembinaannya masyarakat 
dapat menerima kembali dan tidak mengucilkan Narapidana Anak sehingga bisa aktif 
seperti masyarakat pada umumnya agar supaya tidak mengulangi perbuatannya lagi, 
dan semestinya pemerintah mencari alternatif pidana bagi anak yang telah melakukan 
tindak pidana selain itu mengadakan peningkatan metode pembinaan dibidang 




A. Latar Belakang Masalah
Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak-hak yang melekat pada 
manusia mencerminkan martabatnya, yang harus memperoleh jaminan hukum, 
sebab hak-haknya dapat efektif apabila hak–hak itu dapat dilindungi oleh hukum. 
Melindungi hak-hak dapat terjamin apabila hak-hak itu merupakan bagian dari 
hukum, yang memuat prosedur hukum untuk melindungi hak-hak tersebut. 
Hukum pada dasarnnya merupakan pencerminan dari HAM, sehingga hukum itu 
keadilan atau tidak, ditentukan oleh HAM yang dikandung dan diatur atau dijamin 
oleh hukum itu. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata 
tapi juga harus memancarkankan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.  
Sebagaimana hak asasi manusia merupakan hak dasar pada seluruh umat 
manusia sejak lahir. Kemudian secarah khusus terdapat suatu hak yang melekat 
pada anak yakni hak asasi anak. Anak dilahirkan merdeka, tidak boleh 
dilenyapkan atau dihilangkan, tetapi kemerdekaan anak harus dilindungi dan 
diperluas dalam hal mendapatkan hak atas hidup dan hak perlindungan baik dari 
orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Perlindungan anak tersebut 
berkaitan erat untuk mendapatkan hak asasi mutlak dan mendasar yang tidak 
boleh dikurangi satupun atau mengorbankan hak mutlak lainnya untuk 
mendapatkan hak lainnya, sehingga anak tersebut akan mendapatkan hak-haknya 
sebagai manusia seutuhnya bila ia menginjak dewasa.
Anak dalam pertumbuhan dan perkembangan memerlukan perhatian dan 
perlindungan khusus baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan 
negara. Untuk itu tidaklah cukup hanya diberikan hak-hak dan kebebasan asasi 
yang sama dengan orang dewasa, karena anak dibanyak bagian dunia adalah 
2gawat sebagai akibat dari keadaan sosial yang tidak memadai, bencana alam, 
sengketa senjata, eksploitasi, buta huruf, kelaparan dan keterlantaran.  Kenakalan 
anak sering disebut dengan”juvenile delinquency,”yang diartikan dengan anak 
cacat sosial. Romli Atmasasmita mengatakan bahwa deliquency adalah suatu 
tindakan yang atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap 
bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku disuatu negara dan 
yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan 
yang tercelah. 
Anak yang berkonflik dengan hukum sangat membutuhkan perhatian 
khusus dibandingkan dengan kelompok lainnya. Anak tersebut terpaksa 
menghadapi situasi dan keadaan yang amat rentang terhadap kekerasan fisik 
maupun emosional yang menghancurkan maratabat dan masa depan mereka. 
Negara harus menjamin terselenggaranya perlindungan terhadap anak-anak yang 
berkonflik dengan hukum, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 35 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa : a. Negara 
Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, 
termasuk perlindungan hukum terhadap hak anak yang merupakan hak asasi 
manusia, b. Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan 
berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi 
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945.  Masa Anak adalah masa dimana banyak sekali terjadi hal-
hal yang sangat kompleks yang salah satunya adalah perbuatan kenakalan yang 
menjurus pada perbuatan pidana. Masa anak merupakan masa dimana mencari jati 
diri yang ditandai dengan perbuatan-perbuatan tertentu untuk menetukan sendiri 
siapa diri mereka sesungguhnya, bagaimana sikap lahir maupun batin mereka apa 
3yang menjadi kekuatan dalam tumpuan mereka, dan fungsi mereka dalam 
kehidupan masyarakat.  Namun tidak terlepas dari itu peran serta orang tua harus 
juga menjadi hal yang sangat utama dalam pembinaan anak sebagaimana 
merekalah yang memiliki hubungan biologis yang sangat dekat untuk 
memberikan penataran dalam perilaku anak-anaknya terutama dalam ajaran 
agama.
Sebagaimana  Firman Allah dalam QS. Luqman /31 : 16
                                                
                        
Terjemahanya: 
(Luqman berkata): "Hai anakku, Sesungguhnya jika ada (sesuatu 
perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di 
dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya (membalasinya). 
Sesungguhnya Allah Maha Halus[1181] lagi Maha Mengetahui.
[1181]  yang dimaksud dengan Allah Maha Halus ialah ilmu Allah itu 
meliputi segala sesuatu bagaimana kecilnya.  
Anak yang berkonflik dengan hukum dan berada dibawah pengawasan 
Lemabaga Pemasyarakatan sekarang sangat membutuhkan perlindungan dan 
pelayanan yang layak selama berada dalam pembinaan karena mereka masih 
dalam pengaruh dan tekanan psikologi yang kurang menguntungkan bagi masa 
depan mereka, maka dari itu eksistensi dan peran lembaga pemasyarakatan sangat 
dibutuhkan untuk pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana 
yang diamanatkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 
Pemasyarakatan yaitu “ sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka 
membentuk warga binaan pemasyarsakatan agar menjadi manusia seutuhnya, 
menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana 
(Residivis) sehingga dapat diterimah kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat 
aktif berperan dalam pembangunan dan dapat secara wajar sebagai warga yang 
baik dan bertanggung jawab”. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa masi ada 
4kasus dimana mantan warga binaan anak masih melakukan perbuatan melanggar 
hukum (residivis) misalnya kasus pencurian yang dilakukan kembali oleh johan  
mantan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Pare-pare 
walaupun telah mendapatkan pembinaan sebelumnya.
Oleh karena itu, peneliti tertatarik untuk meneliti lebih lanjut faktor-faktor 
yang mempengaruhi seseorang anak melakukan perbuatan melanggar hukum dan 
bagaimana peran lembaga pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan terhadap 
warga binaan anak. Adapun alasan peneliti melakukan penelitian di Kota Pare-
pare, karena Lembaga Pemasyarakatan Anak di Kota Pare-Pare merupakan salah 
satu LAPAS Anak yang ada di Sulawesi Selatan dan merupakan salah satu kota 
besar di Sulawesi Selatan yang masyarakatnya telah beralih ke era modern di 
mana anak telah hidup di lingkungan yang kompleks. Berdasarkan alasan diatas, 
peneliti hendak lebih lanjut meneliti dengan judul skripsi” Peranan Lembaga 
Pemasyarakatan Terhadap Pembinaan Narapidana Anak di LAPAS Anak Kelas II 
B Kota Pare-Pare”.
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian dan deskripsi fokus 
yakni terkait perlakuan Lembaga Pemasyarakatan terhadap pemberdayaan  warga 
binaan narapidana anak ( study kasus di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II 
B Kota Pare - Pare ) yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 
tentang pemasyarakatan, Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), 
Keputusan Menteri Kehakiman No.: M 02-PK. 04. 10 Tahun 1990 Tentang pola 
Pembinaan Narapidana atau Tahanan.
C. Rumusan Masalah
5Berdasarkan latar belakang dan pernyataan permasalahan yang telah 
diuraikan diatas, pokok masalah ini dapat dijabarkan kedalam sub-sub masalah 
yaitu:
1. Bagaimana ruang lingkup pembinaan narapidana anak di Lembaga 
Pemasyarakatan Anak Kelas IIB Kota Pare Pare ?
2. Bagaimana peranan Petugas Lapas dalam memberikan pembinaan 
narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIB Kota Pare 
Pare ?
D. Kajian Pustaka
Kajian pustaka berisi uraian mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah 
dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan 
penelitian yang akan  dilakukan ataupun dari beberapa buku yang membahas 
pendapat ataupun pandangan beberapa ahli. Terdapat beberapa literatur yang di 
dalamnya membahas tentang perananan lembaga pemasyarakatan  terhadap 
pembinaan narapidana anak, sebagai berikut: 
1. Maidin Gultom dalam bukunya Perlindungan Hukum Terhadap Anak 
Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Buku ini membahas tentang anak 
yang berkomplik dengan hukum dan harus menghadapi proses peradilan 
seyogianya diperlakukan berbeda dengan orang dewasa, hal ini berdasarkan 
pada perbedaan fisik, mental, dan sosial. Serta membahas juga tentang 
peranan lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana anak. 
a) R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto dalam bukunya Hukum 
Perlindungan Anak. Buku ini membahas tentang esensi dari 
perlindungan anak itu sangat menentukan masa depan pembentukan 
6keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Bila hukum perlindungan 
anak diberlakukan secara kongkret baik maka kedudukan anak akan 
menjadi tiang dalam mewujudkan tujuan nasional yang mandiri. Namun 
buku ini terlalu menyinggung tentang perlindungan anak didalam 
lembaga pemasyarakatan. 
b) Hasil penelitian berupa skripsi yang disusun oleh Nani Wita Sembiring 
yang berjudul “Peranan Pembinaan Narapidana Anak oleh Lembaga 
Pemasyarkatan Anak Kelas II-A Tanjung Gusta, Medan”.  Skripsi ini 
hanya membahas mengenai efektiv atau tidak efektivnya lembaga 
pemasyarakatan dalam membina narapidana anak. Sedangkan dalam 
skripsi yang penulis susun tidak hanya terfokus pada lembaga 
pemasyarakatan saja, namun juga membahas mengenai faktor-faktor 
yang mempengaruhi anak melakukan perbuatan melanggar hukum.
c) Ika Atikah yang menulis sebuah jurnal dengan judul “ Pembinaan 
Narapidana di Dalam Lembaga Pemasyarakatan”.  Dalam jurnal ini 
hanya membahas narapidana secara umum, sedangkan dalam skripsi 
penulis membahas narapidana secara khusus yakni narapidan anak.
d) M. Nasir Djamil dalam bukunya Anak bukan untuk di hukum. Dalam 
buku ini membahas tentang bagaimana sistem peradilan anak 
memberikan pidana terhadap anak yang melakukan pelanggaran 
melawan hukum serta pembinaan yang seharusnya dilakukan oleh 
petugas lembaga terhadap narapidana anak.  
E. Tujuan  Dan Kegunaan Penelitian
Adapun tujuan yang ingin dicapai dari  penelitian ini adalah sebagai 
berikut:
71. Untuk mengetahui ruang lingkup pembinaan narapidana anak di lembaga 
pemasyarakatan.
2. Untuk mengetahui proses pelaksanaan pembinaan lembaga 
pemasyarakatan terkhusus warga binaan anak yang berkonflik dengan 
hukum di lembaga pemasyarakatan Anak Kelas II B Kota Pare – Pare.
Adapun kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut :
a) Manfaat Akademik
Sebagai kegunaan ilmiah yaitu untuk menjadi bahan pertimbangan dalam 
memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana pada Universitas Islam 
Negeri Alauddin Makassar dan juga agar bermanfaat dalam 
mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang konsentrasi 
hukum pidana.
b) Manfaat Praktek
a) Sebagai bahan referensi bagi teman-teman mahasiswa jurusan ilmu 
hukum serta pihak lain yang ingin mengetahui seperti apa pelaksanaan 
warga binaan lembaga pemasyarakat Anak Kelas II B Kota Pare - 
Pare  terkhususnya.
b) Sebagai bahan masukan petugas lembaga pemasyarakatn khususnya 
bagi Departemen kehakiman dalam menetapkan kebijakan pembinaan 
tahanan dan narapidana anak.
c) Sebagai bahan bagi lembaga pemasyarakatan agar lebih 
mengoptimalkan perannnya dalam memberikan pembinaan terkhusus 
bagi tahanan narapidana anak agar dapat mendapatkan hak dan 
kehidupan yang  sebagaimana mestinya.
8d) Sebagai bahan informasi bagi masyarakat untuk menerima kembali 
seorang anak mantan warga binaan lembaga pemasyarakatan, karena 
mantan narapidanaa tidak sepenuhnya tetap memiliki sifat jahat 




A. Undang-undang Perlindungan Anak
1. Sejarah Undang-Undang Perlindungan Anak
Sejarah lahirnya Undang-Undang Perlindungan Anak, berawal dari salah 
satu bentuk keseriusan pemerintah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) tahun 
1990. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Hak Anak ini telah diusulkan 
sejak tahun 1998. Namun ketika itu, kondisi perpolitikan dalam negeri belum 
stabil sehingga RUU Perlindungan Anak, dibahas pemerintah dan DPR, 
pertengahan tahun 2001. Pasal-pasal serta ayat yang memenuhi undang-undang 
ini terbaca bahwa bangsa ini bertekat  untuk melindungi anak-anak. Hukuman 
fisik bagi anak-anak, meliputi dilema sanksi hukuman fisik  yang kemudian  
dilarang oleh UU RI No.23 tahun 2002. Sedangkan hukum Islam 
membolehkannya, dalam batas-batas tertentu, sejak 15 abad yang lalu. 
KemudianUndang-Undang Perlindungan Anak Nomor. 23 tahun 2002 Bab 54 
secara tegas menyatakan bahwa, “guru dan siapapun lainnya di sekolah, dilarang 
memberikan hukuman fisik, kepada anak-anak.” Lebih-lebih lagi Indonesia 
merupakan salah satu negara anggota penandatanganan dari konvensi PBB untuk 
menjamin terlaksananya  Hak-hak Anak,  yang mengharuskan negara menjamin 
bahwa: ”Tak seorang anakpun boleh mendapatkan siksaan atau kekejaman 
lainnya, tindakan tidak manusiawi ataupun perlakuan yang merendahkan atau 
perlakuan  diskriminasi. 
Dengan berdasarkan ulasan sejarah sebelumnya berkembanglah undang- 
undang perlindungan anak dimana Pasal 1 angka 2 Undang-undang No.  23 Tahun 
2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk 
menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, 
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berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 
Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk 
mencegah rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak 
perlakuan salah (child abused), eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menajmin 
kelangsungan sosialnya.  
2. Anak
Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam 
dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak 
merupakan tunas sumber potensi dan generasi muda penerus perjuangan cita-cita 
bangsa dimasa yang akan datang nantinya, oleh karna itu harus kita jaga dan kita 
lindungi dari perbuatan buruk ataupun sebagai korban dari perbuatan buruk 
seseorang. Disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak menentukan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 
18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
Anak dan kaum muda dipandang sebagai aset nasional yang sangat 
berharga. Oleh karna itu investasi untuk menghasilkan peningkatan modal 
manusia harus sejak dini dipersiapkan guna sebagai penerus bangsa dan negara 
tanpa mengenyampingkan hak dan kewjiban mereka.
Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung 
pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijaksanaan, usaha dan 
kegiatan yang menjamin terwujudnya hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas 
pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, 
di samping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam 
pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial. 
Pasal 40 memuat prinsip-prinsip yang dapat dirinci sebagai berikut:
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a) Tiap  anak yang dituduh, dituntut atau dinyatakan telah melanggar hukum 
pidana berhak diperlakukan dengan cara-cara:
1. Yang sesuai dengan kemajuan pemahaman anak tentang harkat dan 
martabatnya; 
2. Yang memperkuat penghargaan/penghormatan anak pada hak asasi dan 
kebebasan orang lain;
3. Mempertimbangkan usia anak  dan keinginan untuk memajukan/ 
mengembangkan pengintegrasian kembali anak serta mengembangkan 
harapan anak akan perannya yang konstruktif di masyarakat. 
b) Tidak seorang anak pun dapat dituduh, dituntut atau dinyatakan melanggar 
hukum pidana berdasarkan perbuatan (atau tidak berbuat sesuatu) yang 
tidak dilarang oleh hukum nasional maupun internasional pada saat 
perbuatan itu dilakukan;
c) Tiap anak yang dituduh atau dituntut telah melanggar hukum pidana 
sekurang-kurangnya memperoleh jaminan-jaminan (hak-hak); 
1. Untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti kesalahannya menurut hukum;
2. Untuk diberitahu tuduhan-tuduhan atas dirinya secara cepat dan langsung 
(Promply and directly) atau melalui orangtua, wali atau kuasa hukumnya;
3. Untuk perkaranya diputus/diadili tanpa penundaan (tidak berlarut-larut) oleh 
badan atau kekuasaan yang berwenang, mandiri dan tidak memihak;
4. Untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian atau pengakuan bersalah; 
5. Apabila dinyatakan telah melanggar hukum pidana, keputusan dan tindakan yang 
dikenakan kepadanya berhak ditinjau kembali oleh badan/kekuasaan yang lebih 
tinggi menurut hukum yang berlaku;
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6. Apabila anak tidak memahami bahasa yang digunakan ia berhak memperoleh 
bantuan penerjemah secara cuma-cuma (gratis);
7. Kerahasiaan pribadi (Privacy-nya) dihormati/dihargai secara penuh pada semua 
tingkatan pemeriksaan.
    d). Negara harus berusaha membentuk hukum, prosedur, pejabat yang berwenang dan 
lembaga-lembaga secara khusus di peruntukkan/diterapkan kepada anak yang 
dituduh, dituntut atau dinyatakan telah melanggar hukum pidana, khususnya:
1. Menetapkan batas usia minimal anak yang dipandang tidak mampu melakukan 
pelanggaran hukum pidana;
2. Apabila perlu diambil/ditempuh tindakan-tindakan terhadap anak tanpa melalui 
proses peradilan, harus ditetapkan bahwa hak-hak asasi dan jamina-jamnina 
hukum bagi anak harus sepenuhnya dihormati.
    e). Bermacam-macam putusan terhdap anak (antara lain pembinaan, bimbingan, 
pengawasan, program-program pendidikan dan latihan serta pembinaan 
intitusional lainnya) harus dapat menjamin bahwa anak diperlakukan dengan cara-
cara yang sesuai dengan kesejahteraannya dan seimbang dengan keadaan 
lingkungan mereka serta pelanggaran yang dilakukan. 
3. Hak dan Kewajiban Anak
Dalam UU RI. No 23 tahun 2002 Tentang perlindungan Anak. Hak anak 
adalah bagian dari hak asasi manusia wajib dijamin,dipenuhi dan dilindungi loeh 
orang tua,keluarga,masyarakat,pemerintah dan negara. Dalam hak asai tersebut 
disebutkan berbagai hal antara lain:
Hak anak yaitu:
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1) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi 
secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4).
2) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status 
kewarganegaraan (Pasal 5).
3) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi 
sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (Pasal 
6).
4) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh 
orang  tuanya sendiri.( Pasal 7)
5) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai 
dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8).
6) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh 
kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak 
diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ( Pasal 7 ).
7) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai 
dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8).
8) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka 
pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan 
bakatnya. (Pasal 9)
9) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang 
menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan 
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bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan 
khusus (Pasal 9).
10) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, 
dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi 
pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 
10).
11) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul 
dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, 
bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).
12) Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan 
sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12).
13) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun 
yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari 
perlakuan : 
a. Diskriminasi;
b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; 
c. Penelantaran;
d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
e. Ketidak adilan; dan
f. Perlakuan salah lainnya (Pasal 13).
14) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan 
hukuman (Pasal 13).
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15) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan 
dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi 
kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14).
16) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :
a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata; 
c.  Pelibatan dalam kerusuhan sosial; 
d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
e.  Pelibatan dalam peperangan (Pasal 15).
f. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, 
penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
g. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
h. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan 
apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai 
upaya terakhir (Pasal 16).
17)  Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari 
orang dewasa;
b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap 
tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif 
dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum (Pasal 17).
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18) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang 
berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17).
19) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan 
bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).
Setiap anak berkewajiban untuk :
a. Menghormati orang tua, wali, dan guru;
b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia. (Pasal 19) 
B. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum
Sebelumnya lahir UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada 
dasarnya anak-anak yang bermasalah dikategorikan dalam istilah kenakalan anak, 
yang mengacu pada UU No.3 Tahun 1997 Pengadilan Anak. Setelah 
diundangkannya UU Perlindungan Anak, maka istilah tersebut berubah menjadi 
anak yang berkonflik dengan hukum (ABH ) dan saat ini UU No.11 Tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pun menggunakan istilah anak yang 
berkonflik dengan hukum.
Berdasarkan Pasal 1 butir 2 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan 
Anak, yang dimaksud dengan anak nakal adalah:
1) Anak yang melakukan tindak pidana, atau 
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2) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik 
menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup 
dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.
  Ketentuan tersebut secara luas, sebenarnya telah bertentangan dengan asas 
legalitas, karena memasukkan juga peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku 
dalam masyarakat yang bersangkutan ke dalam kategori pidana. Misalnya 
kenakalan menurut hukum adat bisa diselesaikan melalui pengadilan anak. Hal 
tersebut berakibat, adanya upaya pengkriminalisasian kenakalan anak, padahal 
belum tentu itu sesuai dengan konsep hukum pidana yang kita anut. 
Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan 
dengan hukum, yaitu:
1) Status Offence adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan tidak 
dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur 
dari rumah.
2) Juvenile Deliquency adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan orang 
dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.
  Namun sebenarnya terlalu ekstrim apabila tindak pidana yang dilakukan 
oleh anak-anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak 
memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kemantapan psikis menhasilkan 
sikap kritis, dan menunjukkan tingkah laku cenderung bertindak mengganggu 
ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan 
kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikpologis yang tidak seimbang 
dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukan anak.
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Ada beberapa faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya 




Sementara itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena 
adanya kesadaran diri dari yang bersangkutan dan ia juga telah mengerti bahwa 
perbuatan itu terlarang menurut hukum yang berlaku. Hal tersebut terlihat jelas 
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia, bahwa suatu 
perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur: 
1) Adanya perbuatan manusia
2) Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum
3) Adanya kesalahan 
4) Orang yang berbuat harus dapat dapat dipertanggungjawabkan.
Tindakan kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak merupakan manifestasi dari 
kepuberan remaja tanpa ada maksud untuk merugikan orang lain seperti yang 
diisyaratkan dalam suatu perbuatan kejahatan yang tercantum dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimana pelaku harus menyadari akibat 
dari perbuatannya itu serta pelaku mampu bertanggung jawab terhadap 
perbuatannya tersebut. Dengan demikian, maka, kurang pas apabila kenakalan 
anak dianggap sebuah kejahatan murni.  Suatu perbuatan dikatakan delinkuen 
apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada dalam 
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masyarakat dimana ia hidup atau suatu perbuatan yang anti sosial yang 
didalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif. 
C. Upaya Menanggulangi Kenakalan Anak
Kenakalan anak (juveli delinquency) sebagaiamana telah dijabarkan 
mengandung arti yang berbeda, khususnya yang terkait dengan anak yang 
berkonflik dengan hukum. Namun, kurang lengkap rasanya apabila tidak 
memasukan upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam penanggulangan kenakalan 
anak ( baik dalam arti anak nakal yang tidak masuk kategori tindak pidana dan 
anak yang berkonflik dengan hukum).
Menurut Kartini Kartono, upaya penanggulangan kenakalan anak harus 
dilakukan secara terpadu, dengan tindakan preventif, tindakan penghukuman dan 
tindakan kuratif. 
1. Tindakan Preventif
Tindakan preventif atau tindakan yang dapat mencegah terjadinya 
kenakalan anak, berupa:
a) Meningkatkan kesejatraan keluarga
b) Perbaiakn lingkungan, yaitu daerah slum, kampung-kampung miskin
c) Mendirikan klinik bimbingan psikologis dan edukatif untuk 
memperbaiki tingkah laku dan membantu remaja dari kesulitan hidup
d) Menyediakan tempat rekreasi yang sehat bagi remaja
e) Membentuk kesejatraan anak-anak
f) Mengadakan panti asuhan
g) Mengadakan  lembaga reformatif untuk memberikan latihan korektif, 
pengoreksian dan asistensi untuk hidup mandiri dan susilah kepada 
anak-anak dan pra remaja yang membutuhkan
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h) Membuat badan supervise dan pengontrol terhadap kegiatan anak 
delinkuen, disertai program yang korektif
i) Mengadakan pengadilan anak
j) Mendirikan sekolah bagi anak miskin
k) Mengadakan rumah tahanan khusus bagi anak dan remaja
l) Menyelenggarakan diskusi kelompok dan bimbingan kelompok
m)Mendirikan tempat latihan untuk meyalurkan kreatifitas para remaja 
delinkuen dan nondelinkuen.
2. Tindakan Hukuman
Tindakan hukuman bagi remaja delinkuen antara lain berupa; menghukum 
mereka sesuai dengan perbuatannya, sehingga dianggap adil dan bisa 
mengunggah berfungsinya hati nurani sendiri hidup susila dan mandiri.
3. Tindakan Kuratif 
Tindakan kuratif adalah tindakan bagi usaha penyembuhan kenakalan 
anak. Bentuk-bentuk tindakan kuratif, antara lain berupa:
a) Menghilngkan semua sebab-sebab timbulnya kejahatan
b) Melakukan perubahan lingkungan dengan jalan mencarikan orang tua 
asuh dan memberikan fasilitas yang diperlukan bagi perkembangan 
jasmani dan rohani yang sehat bagi anak remaja.
c) Memindahkan anak-anak nakal kesekolah yang lebih baik, atau ke 
tengah lingkungan sosial yang baik.
d) Memberikan latihan bagi remaja secara teratur, tertib, dan berdisiplin
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e) Memanfaatkan waktu senggang di camp pelatihan, untuk membiasakan 
diri bekerja, belajar dan melakukan rekreasi sehat dengan disiplkin 
tinggi.
f) Menggiatkan organisasi pemuda dengan program-program latihan 
vokasional untuk mempersiapakan anak remaja delinkuen bagi pasaran 
kerja dan hidup ditengah masyarakat
g) Mendirikan klinik psikologi untuk meringankan dan memecahkan 
konflik emosional dan gangguan kejiwaan lainnya.
D. Undang-Undang Peradilan Anak 
1. Sejarah Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia
Sistem peradilan pidana mengalami perkembangan dari masa ke masa 
hingga sampai tahun 2012 yakni dengan lahirnya UU Nomor 11 Tahun 2012 
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sebelum lahirnya UU tersebut, telah ada 
produk hukum yang secara khusus mengatur Pengadilan Anak yaitu UU Nomor 3 
Tahun 1997. Sebelum UU Nomor 3 Tahun 1997 juga telah ada bermacam-macam 
ketentuan atau peraturan yang mengatur proses peradilan bagi anak sebagaimana 
yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung, Instruksi Mahkamah Agung 
dan Peraturan Menteri Kehakiman.
Dengan demikian dapat dipahami bahwa Sistem Peradilan Anak memiliki 
sejarah panjang. Untuk itu, dalam penulisan ini dibagi ke dalam tiga periode 
system peradilan pidana anak, yaitu Periode Pra UU Nomor 3 Tahun 1997, Pasca 
UU Nomor 3 Tahun 1997 dan Pasca lahirnya UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak. Pembagian dalam tiga periode tersebut 
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dikarenakan setelah Indonesia merdeka, hanya ada dua produk hukum yang secara 
khusus mengatur tentang proses penyelesaian Peradilan bagi anak yang 
berhadapan dengan hukum. Dan setelah lahirnya UU Nomor 3 juga telah ada 
ketentuan, namun belum diunifikasikan dalam bentuk UU, akan tetapi masih 
terdapat dalam berbagai aturan.
a) Periode Pra Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang   Pengadilan 
Anak
Pemikiran dan usaha-usaha ke arah lembaga peradilan anak telah dimulai 
sekitar 1958 dengan diadakannya sidang pengadilan anak yang berbeda dengan 
sidang pengadilan yang berlaku untuk orang dewasa. Usaha ini disadari pada 
pemikiran bahwa terhadap anak yang melakukan kenakalan harus diberlakukan 
berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Pembedaan sidang 
anak dengan sidang untuk orang dewasa itu merupakan hasil pembicaraan antar 
instansi yang terlibat dalam menangani masalah kenakalan anak yaitu, kehakiman, 
kejaksaan, kepolisian dan pra yuwana. 
Sebelum berlakunya UU Nomor 3 Tahun 1997 belum ada UU atau 
unifikasi hukum yang mengatur secara tersendiri tentang pengadilan anak 
melainkan secara teoritik dan praktiknya tersebar dalam kodifikasi, surat edaran 
mahkamah agung RI, keputusan menteri kehakiman RI dan lain sebagainya. Sejak 
Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 
ketentuan mengenai proses pengadilan anak diatur dalam Pasal 45, 46 dan 47 
Kitab UU Hukuk Pidana yang merupakan konkordansi dari Wetboek van 
Strafrecht voor Nederlandsch Indie Belanda tanggal 15 Oktober 1915 dan berlaku 
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sejak 1 Januari 1918. Selanjutnya, dengan undang-undang nomor 1 tahun 1946 
(tanggal 26 februari 1946) termuat dalam berita Negara Republik Indonesia 
nomor 9 dan dengan UU tahun 1958 nomor 73 tanggal 29 september 1958 
diberlakukan di seluruh Republik Indonesia. 
Dalam ketentuan KUHP tersebut pada hakekatnya pengadilan anak 
dilakukan terhadap orang yang belum berumur 16 (enam belas tahun) di mana 
terhadap mereka dapat dijatuhi pidana, dikembalikan kepada orang 
tuanya/wali/pemeliharanya tanpa pidana apapun atau dijadikan anak Negara. 
Jikalau dijadikan anak Negara sampai umur 18 tahun dan bila dijatuhi pidana 
maka maksimum pidana pokoknya dikurangi sepertiga dan bila diancam pidana 
mati/seumur hidup maka lamanya pidana 15 tahun serta pidana tambahan sesuai 
ketentuan Pasal 10 huruf b KUHP tidak dapat diterapkan (Pasal 45,46, dan 47 
KUH Pidana).
Selanjutnya, pengaturan anak ini dalam teoritik dan praktiknya lebih lanjut 
diatur dalam surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 1959 tanggal 15 
februari 1959 yang pada pokoknya menentukan bahwa demi kepentingan anak-
anak maka disarankan pemeriksaan perkara anak dengan pintu tertutup. 
Selanjutnya Mahkamah Agung RI melalui instruksinya nomor: 
M.A/Pem./048/1971 tanggal 4 Januari 1971 pada pokoknya menentukan bahwa 
“Masalah anak wajib disalurkan melalui peradilan yang memberi jaminan bahwa 
pemeriksaan dan putusan dilakukan demi kesejahteraan anak dan masyarakat 
tanpa mengabaikan terlaksananya keadilan sehingga disarankan ditunjuk hakim 
khusus yang mempunyai pengetahuan, perhatian dan dedikasi terhadap anak. 
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Kemudian sidang pengadilan anak selanjutnya secara sepintas diatur 
dalam ketentuan Pasal 153 ayat (3) KUHAP yang pada pokoknya menentukan 
bahwa apabila terdakwanya dilakukan dengan pintu tertutup dan apabila tidak 
dilakukan demikian menyebabkan batalnya putusan demi hukum (Pasal 153 ayat 
(4) KUHAP). Berikutnya pengadilan anak dalam praktiknya mengacu pula pada 
peraturan Menteri Kehakiman No. M.06-UM.01.06 Tentang Tata Tertib 
Persidangan dan Tata Ruang Sidang yang pada pokoknya menentukan bahwa 
sidang anak dilakukan dengan hakim tunggal kecuali dalam hal tertentu dilakukan 
dengan hakim majelis, dengan pintu tertutup serta putusan diucapkan dalam 
sidang terbuka untuk umum. Kemudian jaksa penuntut umum, penasehat hukum 
bersidang tanpa toga serta pada sidang anak diharapkan kehadiran orang 
tuanya/wali/orang tua asuh serta adanya laporan social anak yang bersangkutan 
(Pasal 10, 11, 12) Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.06-UM.01.06. 
selanjutnya dalam praktiknya ketentuan pasal 12 ayat (2) peraturan menteri 
kehakiman nomor M.06-UM.0106 Tahun 1983 ini kemudian dirubah dengan 
Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor. M.03-UM.01.03 tahun 1991. 
Lebih lanjut, kemudian perkembangan persidangan anak selain bertitik 
tolak kepada peraturan terdahulu juga pada tahun 1987 praktik sidang anak 
mengacu kepada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1987 
tanggal 17 November 1987 di mana pada pokoknya ditentukan bahwa pada 
penanganan sidang anak diperlukan pendalaman hakim terhadap unsur-unsur 
tindak pidana yang didakwakan maupun unsur lingkungan serta keadaan jiwa 
anak serta ditunjuknya hakim yang khusus menangani anak. Mahkamah Agung 
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mengharapkan setiap hakim mempunyai perhatian (interest) terhadap anak yang 
melakukan tindak pidana, memperdalam pengetahuan melalui literature, diskusi 
dan lain sebagainya. 
Pada tanggal 10 November 1995 Presiden telah mengajukan RUU tentang 
Peradilan Anak ke DPR, dan Menteri Kehakiman dalam hal ini mewakili 
Pemerintah dalam pembicaraan di DPR. Menurut Busthanul Arifin, RUU tersebut 
masih banyak memiliki kekurangan, seperti yang terdapat dalam Pasal 21 RUU 
yang mencantumkan kewenangan pengadilan anak dalam bidang perdata dan 
pidana. Hal ini menyimpang dengan Negara-negara hukum di dunia. Karena 
pengadilan anak hanya dalam ranah atau bidang pidana (juvenile court) dan 
bidang perdata disebut family court. 
Akhirnya dengan diundangkan UU Nomor 3 tahun 1997 tentang 
pengadilan anak maka berdasarkan ketentuan pasal 67 UU No. 3/1997 secara 
eksplisit ketentuan pasal 45, 46 dan 47 KUHP dinyatakan tidak berlaku lagi 
sedangkan ditinjau dari aspek analogis peraturan-peraturan lainnya tetap berlaku 
dalam praktik peradilan penanganan sidang anak di indonesia sepanjang tidak 
bertentangan dengan UU Nomor 3 Tahun 1997. 
a) Periode Pasca Undang-Undang N omor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan 
Anak
Setelah disahkannya UU Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak 
dalam Lembaran Negara Nomor 3668, maka indodesia telah memiliki unifikasi 
hukum yang secara khusus mengatur mekanisme penyelesaian anak-anak yang 
berhadapan dengan hukum. Setelah aturan ini diberlakukan, maka Pasal 45, 46, 
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dan 47 dinyatakan tidak berlaku lagi sebagaimana diatur dalam Pasal 67 UU 
Nomor 3 Tahun 1997 yang menyatakan “Pada saat mulai berlakunya Undang-
Undang ini, maka Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana dinyatakan tidak berlaku lagi. 
Pasca disahkannya UU No. 3 Tahun 1997, segala peraturan yang mengatur 
proses peradilan anak yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung, 
Instruksi Mahkamah, dan Peraturan Menteri Kehakiman telah terakomodir di 
dalamnya. Misalnya mengenai persidangan untuk anak yang berhadapan dengan 
hukum dilaksanakan dalam persidangan tertutup dalam hal tertentu persidangan 
dapat dibuka untuk umum (Pasal 8).  Di samping itu, selama mengadili anak yang 
berhadapan dengan hukum, hakim, penasehat hukum dan Jaksa Penuntut Umum 
tidak dibolehkan menggunakan toga (Pasal 6). 
Pengadilan anak merupakan segala aktifitas pemeriksaan dan memutus 
perkara yang menyangkut kepentingan anak. UU Pengadilan Anak 
mengamanatkan bahwa  dalam melaksanakan persidangan perkara tindak pidana 
yang dilakukan oleh terdakwa yang masih anak-anak, UU membatasi usia anak 
mulai 8 tahun hingga 18 tahun, mengingat hal tersebut maka haruslah 
diperlakukan secara khusus sesuai dengan UU.
Proses peradilan anak pada dasarnya mengacu pada hukum acara dari 
Peradilan Umum kecuali ditentukan lain oleh UU. Proses peradilan anak meliputi 
tahapan penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan, pemeriksaan di 
sidang Pengadilan dan lembaga Pemasyarakatan Anak. 
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Penyidikan terhadap anak nakal dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan 
berdasarkan surat keputusan kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat 
lain yang ditunjuk oleh kepala Kepolisian Republik Indonesia. Untuk menjadi 
penyidk anak, seorang penyidik harus berpengalaman sebagai penyidik tindak 
pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, penyidik lain yang ditetapkan oleh 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penangkapan terhadap anak anak dilakukan guna kepentingan 
pemeriksaan paling lama satu hari. Penahanannya dapat dilakukan paling lama 
puluh hari. Guna pemeriksaan lebih lanjut, atas permintaan penyidik dapat 
diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang paling lama sepuluh hari. 
Dalam jangka tiga puluh hari penyidik harus menyerahkan berkas perkara yang 
bersangkutan kepada penuntut umum. 
Penuntutan terhadap nakal dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan 
berdasarkan surat keputusan Jaksa Agung atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh 
Jaksa Agung. Penuntut umum bagi anak diharuskan yang memiliki pengalaman 
sebagai penuntut umum tiknda pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dan 
mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak. 
Tujuan proses peradilan anak bukanlah pada penghukuman. Akan tetapi, 
bertujuan untuk perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak, serta 
pencegahan pengulangan tindakannya melalui tindakan pengadilan yang 
konstruktif. Sebalum sidang dibuka, hakim terlebih dahulu memerintahkan agar 
pembimbing kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan. Laporan tersebut 
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berisi tentang data individu anak, keluarga, pendidikan dan kehidupan social anak 
serta kesimpulan atau pendapat dari pembimbing kemasyarakatan. 
Anak nakal yang perlu dididik oleh Negara ditempatkan di Lembaga 
Pemasyarakatan Anak yang harus terpisah dari orang dewasa. Anak yang 
ditempatkan di lembaga pemasyarakatan berhak memperoleh pendidikan dan 
latihan sesuai dengan bakat dan kemampuannya serta hak lain berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b) Periode Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak
UU Nomor 11 Tahun 2012 merupakan babak baru dari system peradilan 
pidana anak yang sangat memperhatikan kepentingan dan memberikan 
perlindungan yang belum pernah dikenenal sebelumnya. Oleh karenanya, 
pembahasan mengenai sejarah hukum mempunyai relevansi yang sagat kuat 
dengan politik hukum. Karena konsep penting dalam politik hukum adalah 
bagaimana merumuskan hukum yang akan diberlakukan (ius constituendum)  
menjadi lebih baik daripada hukum yang pernah diberlakukan. Menurut Mahfud 
MD, politik hukum adalah legal policy yang akan atau telah dilaksanakan secara 
nasional oleh pemerintah Indonesia yang meliputi pembangunan hukum yang 
berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat 
sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada 
termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. 
Berpegang pada konsep di atas, maka dalam konteks pengadilan anak 
Indonesia dapat dipahami bahwa produk hukum yang mengatur mengenai 
pengadilan anak sebenarnya sudah ada sejah disahkannya pada tahun 1997. 
Namun ketentuan dalam UU tersebut belum sepenuhnya dapat memberikan 
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perlindungan hukum kepada anak dalam konteks perubahan zaman seperti 
sekarang. Mungkin pada saaat disahkannya UU tersebut cocok pada waktu itu, 
namun kondisinya berubah sekarang. Menurut Iman Jauhari latar belakang 
disahkannya UU Nomor 3 Tahun 1997 didasarkan pada konsideran UU tersebut 
yang menyatakan bahwa anak adalah bagian dari generasi muda salah satu sumber 
daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita bangsa, yang memiliki 
peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan 
dan perlindungan dalam rangka pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, 
dan social secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. 
Dalam konsiderans selanjutnya menyatakan bahwa untuk melaksanakan 
pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, 
baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap 
dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan 
bagi anak perlu dilakukan secara khusus. 
Meskipun konsideran dalam UU tersebut sangat mendukung perlindungan 
anak, namun secara substansial belum menyentuh. Secara substansial hanya ada 
pengkhususan bagi anak seperti hakim tunggal, aparat penegak hukum (law 
enforcement) tidak menggunakan pakaian formal seperti persidangan orang 
dewasa tapi dalam kenyataannya masih banyak anak-anak yang berhasil 
dijebloskan dalam penjara.  Paradigma penangkapan, penahanan, dan 
penghukuman penjara terhadap anak berpotensi merampas kemerdekaan anak. 
Dalam UU itu hanya memungkinkan kewenangan diskresi yang diperbolehkan 
kepada penyidik untuk mengentikan atau melanjutkan perkara. 
Berbeda halnya dengan UU Nomor 11 Tahun 2012 yang membolehkan 
setiap instansi untuk melakukan restorative justice melalui diversi. Bukan hanya 
di tingkat penyidikan, akan tetapi sampai pada tingkat lembaga pemasyarakatan 
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setelah perkara diputuskan oleh Pengadilan dapat dimungkinkan terjadinya 
diversi. Bahkan UU tersebut menegaskan akan memberikan sanksi pidana penjara 
dan denda bagi aparat yang tidak menggunakan restorative justice melalui diversi 
ini. Menurut Yutirsa lahirnya UU Nomor 11 Tahun 2012 merupakan sebuah 
upaya untuk mengatasi kelemahan UU Nomor 3 Tahun 1997. Perubahan yang 
fundamen adalah digunakannya pendekatan restorative justice melalui system 
diversi. 
E. Lembaga Pemasyarakatan
1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan
Menurut Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 tentang lembaga 
pemasyarakatan, pengertian lembaga pemasyarakatan di atur pada pasal 1 ayat 3 
yaitu “Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat 
untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. 
Kesimpulannya bahwa  lembaga pemasyarakatan berfungsi untuk membimbing 
narapidana agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki 
diri, dan tidak mengulangi tindak pidana (Residivis) sehingga dapat diterima 
kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, 
dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.
Lembaga pemasyarakatan adalah proses kehidupan negatif antara 
narapidana dengan unsur-unsur diri masyarakat yang mengalami perubahan-
perubahan yang menjurus dan menjelma sembuh menjadi kehidupan yang positif 
antara narapidana dengan unsur-unsur masyarakat. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa pelaksanaan pidana penjara dalam pemasyarakatan 
memerlukan keterampilan antara sesama unsur-unsur yang terkait dalam sistem 
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tersebut yaitu narapidana masyarakat dan petugas-petugas lembaga 
pemasyarkatan atas rumah tahanan maupun instansi-instansi yang terkait lainnya. 
2. Peranan Petugas Pemasyarakatan
Menurut pasal 33 UU No.3 tahun 1997 terdapat 3 ( tiga ) golongan petugas 
kemasyarakatan,yaitu: a) Pembimbing kemasyarakatan dari Departemen 
Kehakiman; b) Pekerja Sosial dari Departemen Sosial; c) Pekerja Sosial dari 
Organisasi Sosial Kemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas 
pemasyarakatan pada balai pemasyarakatan yang melakukan bimbingan warga 
binaan Pemasyarakatan (pasal 1 angka 11 UU No.3 Tahun 1997). Tugas 
pembimbing pemasyarakatan adalah : membantu melancarkan tugas penyidik, 
penuntut umum, dan hakim dalam perkara pidana anak,baik di dalam maupun di 
luar sidang anak dengan membuat laporan hasil penellitian kemasyarakatan; 
membimbing, membantu dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan putusan 
pengadilan di jatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda, 
diserahakan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja, anak yang 
memperoleh pembebasan bersyarat dari lembaga pemasyarakatan anak.  
Warga binaan pemasyarakatan yang berada dalam bimbingan BAPAS 
berdasarkan pasal 6 ayat (2) dan pasal 42 ayat (1) UU No.12 Tahun 1995 tentang 
Lemanbaga Pemasyarakatan adalah : a ) terpidana bersyarat; b) Narapidana, anak 
pidana dan anak Neagara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti 
menjelang bebas; c) anak negara yang berdasarkan putusan pengadilan, 
pembinaannya di serahkan kepada orang tua atau badan sosial ;d) Anak negara 
yang berdasarkan putusan menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jendral 
Pemasyarakatan yang di tunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh 
atau badan sosial; e) Anak asuh yang berdasarkan penetapan pengadilan 
,bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya. 
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Anak didik pemasyarakatan ditempatkan di Laembaga Pemasyarakatan 
anak yang harus terspisah dengan pidana dewasa. Anak yang ditempatkan di 
lembaga tersebut berhak memperoleh pendidikan dan latihan sesuai dengan bakat 
dan kempuannya serta hak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
3. Anak Didik Pemasyarakatan dan Hak-haknya
Berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU No. 12 Tahun 1995 jo Pasal 13 PP No. 
31 Tahun 1999 tentang Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, dikenal 3 
(tiga) golongan Anak Didik Pemasyarakatan, yaitu :
a) Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani 
pidana di Lembaga Pemsyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 
Tahun. Apabila anak yang bersangkutan telah 18 tahun tetapi belum 
selesai menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Anak, 
berdasarkan pasal 61 UU No. 3 Tahun 1997, harus dipindahkan ke 
Lembaga Pemasyarakatan. Bagi anak pidana yang ditempatkan di 
Lembaga Pemasyarakatan karena umurnya sudah mencapai 18 (delapan 
belas) tahun tetapi belum mencapai 21(dua puluh satu) tahun, tempatnya 
dipisahkan dari narapidana yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun. 
Pihak Lembaga Pemasyarakatan wajib menyediakan blok untuk mereka 
yang telah mencapai umur 21(dua puluh satu) tahun. 
b) Narapidana yang telah menjalani pidana penjara 2/3 ( dua per tiga) dari 
pidana yang dijatuhkan, yang sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan dan 
berkelakuan baik, dapat diberikan pembebasan bersyarat (Pasal 29 ayat [4] 
UU No. 3 Tahun 1997),yang  disertai dengan masa percobaan yang 
lamanya sama dengan sisah pidana yang harus dijalankannya. Dalam 
pemberian pembebasan bersyarat dikenal adanya syarat umum dan syarat 
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khususnya (Pasal 29 ayat [3] dan ayat [4] UU No. 3 Tahun 1997). Sayarat 
umum yaitu bahwa anak pidana tidak akan melakukan tindak pidana lagi 
selama menjalani pembebasan bersayarat, sedangkan syarat khusus adalah 
syarat yang menentukan melakukan atau tidak melakuakan hal tertentu 
yang ditetapkan dalam pidana bersyarat, dengan tetap memperhatikan 
kebebasan anak. Anak-anak yang memperoleh pembebasan ini diawasi 
oleh jaksa dan pembimbingannya dilakukan oleh pembimbing 
kemasyarakatan dari balai pemasyarakatan, dan pengamatannta dilakukan 
oleh pengamat pemasyrakatan.
Anak negara adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan 
pada negara untuk dididik dan di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan anak 
paling lama sampai berumur 18 tahun. Status sebagai anak negara sampai 
berumur 18 tahun. Walaupun umurnya telah melewati batas umur tersebut, anak 
negara tidak dipindahkan ke Lembaga pemasyarakatan (untuk orang dewasa) 
karena anak negara tersebut tidak dijatuhi pidana penjara. Anak negara tetap 
berada dalam Lembaga Pemasyarakatan anak. Bila anak negara telah menjalani 
pendidikannya paling sedikit selama satu tahun yang dinilai berkelakuan baik 
sehingga dianggap tidak perlu lagi dididik di Lembaga Pemasyarakatan anak, 
maka kepala Lembaga Pemasyarakatan anak dapat mengajukan izin kepada 
Menteri Kehakiman, agar anak negara tersebut dikeluarkan dari Lembaga 
Pemasyarakatan anak dengan atau tanpa syarat yang ditetapkan oleh Pasal 29 ayat 
(3) dan ayat (4) UU No.3 Tahun 1997. 
Anak sipil adalah anak yang atas permintaan orang tua atau walinya 
memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lembaga Pemasyarkatan 
anak. Penempatan anak sipil di Lembaga Pemasyarakatan anak, paling lama 
sampai berumur 18 tahun. Paling lama 6 bulan lagi bagi mereka yang belum 
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berumur 14 tahun dan paling lama 1 tahun bagi mereka yang pada saat penetapan 
pengadilan berumur 14 tahun dan setiap kali dapat diperpanjang selama 1 tahun 
dengan ketentuan paling lama berumur 18 tahun (pasal 32 ayat 3 UU No.12 
Tahun 1995). Anak sipil sebagaimana yang diatur dalam UU No.12 Tahun 1995 
tidak dikenal dalam UU No.3 Tahun 1997. UU no. 3 Tahun 1997 maupun UU 
No.8 Tahun 1981 (KUHAP) tidak mengatur tentang anak sipil, hal ini hanya 
dikenal dalam persidangan perkara perdata. Karena anak sipil berkaitan dengan 
Lembaga pemasyarakatan anak, maka kedudukan anak tersebut berkaitan dengan 
lingkup hukum pidana. Tidak mungkin permohonan penetapan anak sipil diajukan 
pada peradilan perdata, sedangkan dilain pihak perkara pidana tidak mengenal 
acara sidang untuk menetapkan pidana anak sipil.ketentuan mengenai anak sipil 
ini didalam UU No.12 Tahun 1995 masih tergolong idealis karena belum ada 
peraturan yang mengatur tentang prosedur pelaksanaan penet\apan anak sipil. 
Hak-hak anak pidana diatur oleh Pasal 22 Ayat (1) UU No.12 Tahun 1995 sebagai 
berikut : 
a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
b. Mendapat perawatan, baik perawatan jasmani maupun rohani
c. Mendapat pendidikan dan pengajaran
d. Mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
e. Menyampaikan keluhan
f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya 
yang tidak dilarang
g. Mendapatkan pengurangan masa pidana atau remisi
h. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi 
keluarga
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i. Mendapatkan pembebasan bersyarat
j. Mendapatkan cuti menjelang bebas
k. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.
Kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh anak pidana, anak negara 
maupun anak sipil selama berada di lembaga Pemasyarakatan anak adalah: 
1) Wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu 
(pasal 23 ayat (1), pasal 30 ayat (1), pasal 37 ayat (1) UU No.12 Tahun 
1995)
2) Wajib menaati peraturan keamanan dan ketertiban di lingkungan Lembaga 
Pemasyarakatan anak (pasal 47 ayat (1) UU no.12 Tahun 1995). 
Undang-undang No.12 Tahun 1995 tidak mengatur secara jelas dan rinci 
mengenai kewajiban-kewajiban anak didik pemasyarakatan, karena 
menghendaki pengaturan lebih lanjut dengan peraturan pelaksanaannya.
F. Kerangka Konseptual    
Kerangka Konseptual penelitian adalah suatu hubungan antara konsep 
yang satu dengan konsep yang lainya dari masalah yang ingin diteliti dan 
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didapatkan dari konsep ilmu atau teori yang dipakai sebagai andasan penelitian. 
Maka dari itu untuk lebih memudahkan memahami subtansi objek penelitian, 
maka di uraikan kerangka konseptual dengan singkat berdasarkan topik penelitian 




A. Jenis Penlitian Dan Lokasi Penelitian.
Jenis penelitian yang digunakan dalam  penelitian ini adalah jenis 
penelitian Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris. Dimana penelitian yuridis 
normatif mengenai implementasi ketentuan  hukum normatif (undang-undang), 
dan yuridis empiris yaitu penerapan peraturan perundang-undagan pada setiap 
peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.
Penelitian ini mengambil lokasi dalam wilayah hukum Kota Pare-Pare, 
khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kota Pare-Pare dengan 
pertimbangan bahwa Lapas Anak Kota Pare-Pare merupakan salah satu Lapas 
yang diperuntukkan  khusus untuk anak  dan objek kasus yang dijadikan bahan 
analisis terjadi di wilayah Kota Pare-Pare yaitu peranan lembaga pemasyarakatan 
terhadap pembinaan narapidana  anak yang berkonflik dengan hukum.
B. Pendekatan Penelitian
Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:
a. Pendekatan yuridis.
Merupakan suatu pendekatan dengan kaitannya dengan undang-undang 
atau aturan hukumnya.
b. Penelitian Lapangan (field Researrh)
Penelitian ini dilakukan dengan cara mengadakan observasi dan 
wawancara secara langsung dengan pihak yang dianggap dapat memberikan 
keterangan yang diperlukan sehubungan penelitian ini.
C. Sumber Data
Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber 
data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung 
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dari lapangan atau melalui proses wawancara dari pihak yang berwenang 
menangani permasalahan yang ada dilembaga pemasyarakatan Anak Kota Pare - 
Pare. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari study kepustakaan 
baik berupa buku, dokumen perundang-undangan, artikel, hasil karya tulis para 
ahli, serta sumber lain yang berkaitan dengan yang diteliti.
D. Metode Pengumpulan Data
Sesuai dengan tipe dan sifat penelitian ini maka metode pengumpulan data 
yang penulis pilih adalah observasi atau peninjauan, wawancara dan penelitian 
kepustakaan. Pada proses pengobservasian peneliti akan mengobservasi hal-hal 
yang konkret yang dapat diamati langsung seperti: 1). Sejauh mana peran lembaga 
pemasyarakatan terhadap narapidana dan bagaimana proses pembinaan yang 
diberikan terhadap tahanan 2). Apa yang menjadi kendala lembaga 
pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan.
E. Instrumen Penelitian
 Instrumen penelitian pada penelitian ini adalah lembaga pemasyarakatan 
Anak Kota Pare - Pare, dengan cara langsung ke lokasi atau meninjau dan 
wawacara, melihat langsung petugas atau penegak hukum dalam mejalankan 
tugas dan kewajibannya.
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Mengingat penelitian ini bersifat normatif-kualitatif, maka teknik analisa 
datanya mulai diproses pada saat pengumpulan data dilakukan dan dikerjakannya 
secara intensif sejak pertama kali menguraikan latar belakang masalah penelitian. 
Setiap data yang diperoleh baik primer maupun sekunder akan langsung dianalisis 
secara kualitatif dengan cara menguraikan atau menformulasikannya dalam 




A. Profil Singkat Lembaga Pemasyarakatan  Anak Kelas IIB Kota Pare Pare 
1. Gambaran umum  tentang Lembaga Pemasyarakatan 
Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIB Pare-pare atau yang selanjutnya 
disingkat Lapas Anak Pare-pare merupakan bangunan penjara peninggalan 
kolonial belanda yang didirikan pada Tahun 1928, yang saat itu masih menganut 
sistem kepenjaran, namun seiring dengan berubahnya sistem perlakuan terhadap 
pelanggar hukum dari sistem kepenjaraan menjadi pemasyarakatan maka nama 
penjara berubah nama menjadi pemasyarakatan, dan untuk Lapas Anak Pare-  
pare dipertegas pada Tahun 1985 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri 
Kehakiman Nomor: M.01-PK.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Lembaga Pemasyarakatan bahwa Lapas Anak Pare-pare yang tadinya 
bernama Bina Tuna Warga kini telah berubah nama menjadi Lembaga 
Pemasyarakatan Anak Klas IIB Pare-pare.
Awalnya bangunan Lapas Anak Pare-pare terletak di tengah Kota p\Pare-
pare di Jalan Ilham No.3 Pare-pare, yang kemudian pindah ke bangunan baru 
yang berada di Jalan Lingkar Tassiso Kelurahan Galung Maloag Kecamatan 
Bacukiki Kota Pare-pare. Bangunan baru tersebut dibangun sejak Tahun 2003 dan 
baru difungsikan pada Tahun 2011 tepatnya pada Hari Sabtu Tanggal 07 Juli 
2011, kemudian diresmikan pada Hari Kamis Tanggal 26 Juli 2011 oleh Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang saat itu dijabat oleh Bapak Patrialis 
Akbar, SH., MH. 
Lapas Anak Pare-pare memiliki luas tanah 21.351 m2 dengan luas 
bangunan 4.535 m2 dengan data bangunan sebagai berikut :
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Tabel I Data Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Pare-pare
NAMA BANGUNAN JUMLAH SATUAN KETERANGAN
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2. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIB Pare-
Pare 
Keputusan Menkeh. RI No : M. 01- PR.07 .03 THN 1985
Sunber: Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIB Kota Pare-Pare tanggal 27 Juli 
2016
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Tabel II Kepala lembaga pemasyarakatan berdasarkan bidangnya
NO. NAMA JABATAN
1. Didik Heru Sukoco, Bc. IP., 
S.H
Kepala lembaga pemasyarakatan
2. Muh. Nawawi, S.Pd Kepala sub bagian tata usaha
3. Suardi, S. Sos.S.H.MH Kepala urusan kepegawaian & keuangan
4. Djuraeni, SH Kepala urusan umum
5. Abdillah Ar, S.Pd.SH.M.Si Kepala seksi bimbingan napi dan anak didik
  6. Much. Zaenal Fanani, S.Sos Kepala kesatuan pengamana lapas
7. Drs. Jamaluddin B. Kepala seksi administrai keamanan & tata tertib
8. Sumardi Md, S. Pd Kasubsi. Perawatan Napi
9. Mustafa, S. Pd Kasubsi Kegiatan Kerja
10. Mursahid, SH., MH. Kasubsi Registrasi Dan Binkemas
11. Andi Harusyanim, SH Kasubsi. Pelaporan dan Tatib
12. Abd. Rahman, SH Kasubsi. Keamanan
Sumber Data: Lembaga  Pemasyarakatan Anak Kelas IIB Kota Pare – Pare ( 30-
07-2016)
3. Analisis Data Warga Binaan Anak Lembaga Pemasyarakatan Anak 
Kelas IIB Kota Pare-pare
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Jumlah penghuni di Lapas Anak Pare-pare pada bulan juli 2016 tercatat 
481  orang terdiri dari narapidana dan tahanan. Yang terdiri dari 354 orang 
narapidana dan 112 orang tahanan.
Sedangkan warga binaan anak sendiri berjumlah 15 orang semua berstatus 
Narapida. Untuk  mempertajam  gambaran  umum  mengenai  warga  binaan anak 
di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIB  Kota Pare-pare,  berikut  merupakan  
data jumlah warga binaan:
Tabel III Data Jumlah Warga Binaan Anak Pidana Lembaga Pemasyarakatan 
Anak Kelas IIB Kota Pare-pare Berdasarkan Jenis Kejahatan
No. Jenis kejahatan Narapidana Tahanan
1. Pencurian 2 Orang 0 Orang
2. Narkotika 1 Orang 0 Orang
3. Kelalaian menyebabkan kematian 1 Orang 0 Orang
4. Perlindungan Anak 11 Orang 0 Orang
5. Pencurian sekalian pembakaran 1 Orang 0 Orang
Sumber Data: Lembaga  Pemasyarakatan Anak Kelas IIB Kota Pare – Pare ( 14-
07-2016)
Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Usia Jenis Kelamin Lama Pidana Jenis Kejahatan
Muhammad Arrival Riwaldy BIN Ramlan Junaedi Pare-Pare 25/04/1998 18 Laki-laki 2 0 0 Perlindungan Anak
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Abraham Jamal BIN H. Jamaluddin Rahman Pare-Pare 07/11/1998 17 Laki-laki 3 0 0 Perlindungan Anak
Wiranto Chalik BIN Chalik Saide Pare-Pare 26/02/1998 18 Laki-laki 2 0 0 Perlindungan Anak
Muhammad Hamdi BIN Agussalim Pare-Pare 05/07/1998 18 Laki-laki 3 0 0 Perlindungan Anak
Yasser Arafah Al Mahdali BIN Said Baso Pare-Pare 20/02/1998 18 Laki-laki 3 0 0 Perlindungan Anak
Risal BIN Jamaluddin Sengkang 10/06/2000 16 Laki-laki 2 6 0 Perlindungan Anak
Yulius Kondo Bua BIN Sampe Dapa Toraja Utara 10/10/1997 18 Laki-laki 3 0 0 Perlindungan Anak
Andi Faisal Baktiar BIN Andi Baktiar Ewa Pare-Pare 24/04/1998 18 Laki-laki 1 2 0 Pencurian, Pembakaran
Muhammad Yusril Izha Mahendra BIN Syafruddin Pare-Pare 06/09/1998 17 Laki-laki 1 6 0 Perlindungan Anak
Cakra Wardana BIN Sakka Pare-Pare 31/12/1998 17 Laki-laki 1 4 0 Kelalaian Yang Menyebabkan Kematian
Johan BIN Sappe Pare-Pare 31/10/1999 16 Laki-laki 0 4 15 Pencurian
Gunadi Bachtiar BIN H. Bachtiar Rauf Pare-Pare 11/01/1999 17 Laki-laki 0 0 8 Perlindungan Anak
Rio Saputra BIN Burhanuddin Pare-Pare 23/09/1998 17 Laki-laki 0 0 10 Pencurian
Ondeng BIN Sakka Pinrang 02/12/1998 17 Laki-laki 2 0 0 Narkotika
Arfatoaha BIN Rahmat Pare-Pare 28/02/1997 19 Laki-laki 0 9 0 Perlindungan Anak
Sumber Data: Lembaga  Pemasyarakatan Anak Kelas IIB Kota Pare – Pare ( 14-
07-2016)
B. Ruang Lingkup Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga 
Pemasyarakatan Anak Kelas II B Kota Pare-pare
Anak adalah putra kehidupan, masa depan bangsa dan negara. Oleh karena 
itu anak memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik, 
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mental dan spiritualnya secara maksimal. Dalam menjalani proses kehidupannya 
bukan tidak mungkin seorang anak terlibat dalam konflik hukum yang 
menyebabkan dirinya harus menjalani pidana. Sungguh merupakan suatu hal yang 
sangat berat jika melihat anak yang seharusnya dapat bermain secara bebas harus 
dirampas kemerdekaannya untuk menjalani hukuman di Lembaga 
Pemasyarakatan. Pemasyarakatan dianggap dapat memberikan pembinaan karena 
tujuan utama dari pemasyarakatan adalah untuk menjadikan pelaku tidak 
mengulangi perbuatan jahatnya, sistem pemasyarakatan dengan demikian harus 
diciptakan pembinaan yang tepat sesuai bagi narapidana itu.  
Adapun Ruang lingkup pembinaan narapidana anak dapat dibagi ke dalam 
tiga bagian yaitu:
a. Pembinaan keperibadian  yang meliputi :
1) Pembinaan  kesadaran beragama, usaha ini diperlukan agar dapat 
diteguhkan iman terutama memberikan pengertian agar warga binaan 
pemasyarakatan dapat menyadari akibat dari perbuatan  yang benar dan 
perbuatan - perbuatan yang  salah. Pembinaan kepribadian dilaksanakan 
melalui bimbingan dan konsultasi.
2) Pembinaan  kemampuan intelektual yaitu melalui pendidikan non formal 
yang diselenggarakan sesuai kebutuhan dan kemampuan melalui  kursus- 
kursus, latihan-latihan keterampilandanlain sebagainya.
3) Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat yang juga 
dikatakan pembinaan sosial kemasyarakatan yang bertujuan pokok agar 
narapidana anak setelah bebas  dari Lembaga Pemasyarakatan mudah 
diterimah kembali  oleh  masyarakat lingkungannya.
b. Pembinaan kemandirian 
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Pembinaan kemandirian diberikan melalui program – program seperti 
keterampilan untuk mendukung usaha mandiri seperti kerajinan tangan, 
keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing – masing.
c. Asimilasi 
Dalam asimilasi dikemas berbagai macam program pembinaan yang salah 
satunya adalah pemberian latihan kerja dan produksi kepada narapidana.
Pembinaan narapidana anak yang dilaksanakan dengan berdasarkan sistem 
pemasyarakatan ini, bertujuan untuk mempersiapkan narapidana  untuk kembali 
ke dalam kehidupan masyarakat sebagai warga yang  taat dan patuh terhadap 
hukum mandiri serta produktif sehingga dapat berguna bagi pembangunan. Salah 
satu upaya yang ditempuh adalah membawa narapidana ke dalam kehidupan 
masyarakat.  Pembinaan asimilasi dapat berbentuk Pembebasan Bersyarat, Cuti 
Bersyarat, Cuti menjelang bebas dan remisi. Di Lembaga Pemasyarakatan Anak 
Kelas IIB Kota Pare Pare hal tersebut telah dilakukan dengan baik. 
Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan Ondeng bin Sakka dan 
Gunadi yang merupakan warga binaan anak di Lapas Anak Pare-pare menyatakan 
bahwa di Lapas Anak Pare-pare terdapat dua macam pembinaan yakni pembinaan 
kepribadian dan pembinaan kemandirian. 
Lebih lanjut Bapak Abdillah AR  menjelaskan bahwa :  
Pembinaan yang diberikan kepada Narapidana Anak berupa pembinaan 
kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian seperti baca 
tulis al- qur’an, pengajian, sholat berjamaah bagi yang muslim dan pembaktian 
bagi yang nasrani, dalam hal pendidikan  Lembaga Pemasyarakatan Kota Pare – 
Pare perna  bekerja sama dengan pihak Dinas Pendidikan Kota Pare – Pare dalam 
persaman sekolah umum yaitu paket C, paket B, dan Paket A tapi tidak 
berlangsung lama sampai sekarang program pembinaan itu pakum sehingga hanya 
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bisa di isi dengan pembinaan kerohanian dalam pembinaan narapidana anak. 
Itupun untuk pasilitas pembelajaran masih belum lengkap karena Lapas 
Pemasyarakatan Pare Pare sementara dalam pembenaan. Pembinaan kemandirian 
dilakukan sesuai dengan keahlian masing- masing seperti keterampilan kesenian, 
olahraga dan kerajinan tangan dalam membuat asbak dari tana liat. 
Dalam pelaksanaan pembinaan narapidana anak terpisah dengan 
narapidana dewasa, kalaupun dilaksanakan bersama maka ada pengwasan dari 
Petugas Lapas. narapidana anak tidak diwajibkan untuk mengikuti pembinaan 
kemandirian dipekerjakan seperti narapidana dewasa.  Dan untuk pembinaan 
kemandirian menurut Ondeng bin Zakka masih belum maksimal dijalankan 
karena terkadang ia tidak di ijinkan. Hal ini dikarenakan setiap pembinaan yang 
dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarkatan selalu beriringan dengan aktivitas 
pembinaan narapidana dewasa.
Diharapkan melalui adanya program pembinaan maupun kegiatan lain 
yang bertujuan membentuk anak didik pemasyarakatan agar dapat diterima di 
masyarakat. Mengingat bahwa tujuan dari  pemidanan menurut Muladi. 
a. Tujuan pemidanaan adalah pencegahan (umum dan khusus) salah satu 
tujuan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana adalah mencegah atau 
mengahalangi pelaku tindak pidan atersebut dan juga orang-orang lain 
yang juga mempunyai maksud lain yang karenanya mencegah kejahatan 
lebih lanjut. Pencegahan ini mempunyai aspek ganda yakni individu dan 
bersifat umum. Dikatakan ada pencegahan individual atau poencegahan 
khusus, bilamana seorang penjahat dapat dicegah melakukan suatu 
kejahatan dikemudian hari pabila ia sudah mengalami dan sudah meyakini 
bahwa kejahatan itu membawa penderitaan baginya,  disini dianggap 
mempunyai daya untuk mendidik dan memperbaiki.  Diakatakan ada 
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pencegahan umum bila penjatuhan pidana yang dilakukan oleh pengadilan 
dimaksudkan agar orang lain tercegah untuk melakukan kejahatan.
b. Tujuan pemidanaan adalah perlindungan masyrakat, perlindungan 
masyarakat sebagai tujuan pemidanaan mempunyai dimensi yang bersifat 
luas, karena secara fundamental ia merupakan tujuan semua pemidanaan. 
Secara sempit halini digambarkan sebagai kebijaksanaan pengadilan untuk 
mencari jalan melalui pemidanaan agar masyarakat terlindung dari bahaya 
pengulangan tindak pidana.
c. Tujuan pemidanaan memelihara solidaritas masyarakat, pemeliharaan 
solidaritas masyarakat dalam hal mengandung beberapa pengertian, bahwa 
pemidanaan bertujuan untuk menegakkan adat istiadat masyarakat dan 
mencegah balas dendam perseorangan atau balas dendam yang tidak resmi 
(privat revenge or an official retalation). Pengertian kedua berkaitan 
dengan pernyataan Durkhaeim bahwa tujuan pemidanaan untuk 
memelihara atau mempertahankan kepaduan masyarakat yang utuh. 
d. Tujuan pemidanaan adalah pengimbalan atau pengimbangan. Van 
Bemmelen menyatakan bahwa untuk hukum pidana dewasa ini maka 
menghindari atau mencegah orang main hakim sendiri tetapi merupakan 
fungsi yang penting sekali dalam penerapan hukum pidana, yakni 
mememnuhi keinginan akan pembalasan. Hanya saja penderitaan yang 
dikaitkan oleh pidana harus dibatasi dalam batasan-batasan yang paling 
sempit dan pidana harus menyumbangkan pada penyesuaian kembali 
terpidana pada kehidupan sehari-hari disamping itu beratnya pidana tidak 




Lebih khusus tentang tujuan pemidanaan bagi anak yang tidak dapat 
dilepaskan dari tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang p-ada 
dasarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial. Namun terkadang 
tidak sejalan dengan apa yang diamanatkan oleh undang-undang. 
Dalam pelaksanaan pembinaan didalam Lembaga Pemasyarakatan, ada 
beberapa hal yang wajib dilindungi karena ditakutkan akan terjadinya suatu 
tindakan pelanggaran hak asasi manusia, dalam hak anak juga diatur dalam 
Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa:
“Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, 
dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah 
dan negara.”
Sebagai Negara Hukum, Hak-hak Narapidana itu dilindungi dan diakui 
oleh penegak hukum, khususnya para petugas di Lembaga Pemasyarakatan. 
Narapidana juga harus diayomi hak-haknya walaupun telah melanggar hukum. 
Sebagaimana hal ini diataur dalam Pasal 14 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 
1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan adalah:
a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
e. Menyampaikan keluhan;
f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya 
yang tidak dilarang;
g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan; 




i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi 
keluarga;
k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.
Dari beberapa hak diatas sebagian hak telah dilaksanakan dengan baik 
oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak kota Pare-pare seperti narapidana anak 
bebas melaksanakan ibadahnya sesuai dengan agamanya masing-masing, 
walaupun tidak dalam bimbingan orang tua tetapi dalam bimbingan petugas 
lembaga pemasyarakatan. Hal seperti ini wajib untuk di perhatikan oleh para 
petugas LAPAS agar supaya iplementasi dari tujuan pada undang-undang tidak 
dikesampingkan. 
Warga binaan anak juga mendapatkan perlakuan yang baik dari para 
petugas lapas. Mereka tidak pernah mendapat kekerasan baik dari petugas lapas 
maupun dari pidana yang lain.   Hal ini juga dikarenakan kamar maupun kegiatan 
narapidana anak dipisahkan dengan narapidana yang sudah dewasa. Namun di 
Lembaga Pemasyarakatan Kota Pare-pare narapidana anak  tidak mendapatkan 
petugas pendamping khusus. Petugas hanya mendampingi mereka saat melakukan 
kegiatan tertentu seperti pengajian dan lain sebagainya.
Kemudian ketersediaan pelayanan kesehatan dan makanan juga sudah 
cukup memadai di Lembaga Pemasyarakatan Kota Pare Pare karena ada kerja 
sama dengan Dinas Kesehatan Kota Pare-pare dimana dokter dijadwalkan pada 
hari selasa dan kamis untuk masuk melakukan pemeriksaan. Untuk peralatan yang 
tersedia sudah memenuhi standar kesehatan dan untuk masalah obat- obatan 
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menurut gunadi dia cukup diperhatikan kalau sedang sakit oleh petugas lapas 
dengan dokter.
Selain itu, salah satu asas dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang 
dijalankan oleh Lapas Anak Pare-pare adalah dengan dipidananya seseorang 
bukan berarti putus hubungan dengan keluarga dan orang orang tertentu lainnya 
dan itu merupakan hak bagi narapidana anak untuk mendapatkan kunjungan 
keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.Waktu kunjungan untuk 
narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kota Pare-pare mulai hari senin 
sampai sabtu dan mulai dari jam 00.09 sampai jam 12.00, menurut Gunadi dia 
setiap hari mendapatkan kunjungan dari orang tua ataupun keluarga lain karena 
dia memang asal Pare-pare sedangkan Ondeng terkadang hanya satu atau dua kali 
dalam satu minggu berhubung keluarganya tinggal di Pinrang. 
Narapidana anak juga mendapatkan haknya hak untuk mendapatkan 
remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas. Mengenai 
remisi diatur dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 
perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Remisi 
yakni:
“Setiap Narapidana dan Anak Pidana yang selama menjalani masa pidana 
berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi” 
Narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kota Pare-pare pun 
mendapatkan remisi pada hari hari tertentu seperti hari raya keagamaan, pada hari 
peringatan proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus dan 
hari Anak Nasional tanggal 23 juli, terlebih jika mereka berkelakuan baik maka 
merekapun diberikan remisi. 
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Selain dari beberapa hak diatas yang telah dijalankan oleh Lapas Anak 
Pare-pare  terdapat pula hak yang belum dijalankan secara maksimal seperti hak 
untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Berdasarkan hasil wawancara 
dengan bapak Abdilah AR menyatakan bahwa:   
Didalam Lembaga Pemasyarakatan Kota Pare-Pare Narapidana anak tidak 
mendapatkan pendidikan dan pengajaran untuk melanjutkan pelajaran yang 
serupa di sekolahnya hal ini di karenakan sampai saat ini kerja sama dengan 
dinas pendidikan kota pare-pare masih vakum dan pembentukan sekolah 
nonformal baru direncanakan dibuka tahun ini. Narapidana anak hanya 
memperoleh pendidikan dari pembinaan kemandirian berupa keterampilan-
keterampilan dimana kegiatan ini tidak diwajibkan  narapidana anak untuk 
ikut. 
C. Peranan Petugas Lapas  dalam Memberikan Pembinaan  bagi Warga 
Binaan Anak
1. Petugas Lapas  dalam Pembinaan Warga Binaan Anak
Tugas pokok Petugas Pemasyarakatan adalah melaksanakan perawatan 
dan pembinaan terhadap warga binaan dan  anak didik baik tersangka, terdakwa 
dan narapidana sesuai dengan peraturan  perundang-undangan dengan maksud 
membentuk warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia yang seutuhnya, 
menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, 
sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif dan 
berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara 
yang baik dan bertanggung jawab. Maka sistem pemasyarakatan harus betul-betul 
berjalan sesuai dengan semestinya.
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Seperti yang telah ditetapkan dalam Pasal 3 Undang – Undang Nomor 12 
Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan  bahwa :
“Bahwa sistem pemasyarakatan berpungsi  menyiapkan warga binaan 
pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, 
sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas  
dan bertanggung jawab” 
Masa depan wargabinaan Lembaga Pemasyarakatan setelah mejalani masa 
pidananya tergantung dari kualitas pembianaan yang diberikan, mereka akan 
kembali bermasyarakat seperti biasa dan kembali mengambil peran dalam 
pembangunan. Perlakuan Petugas pemasyarakatan dalam memberikan pembinaan 
terhadap warga binaan dan anak didik di Lapas Anak Pare-pare sejauh ini dalam 
pemberian pembinaan terhadap warga binaan anak  baik narapidana narkotika 
maupun pencurian tidak ada perlakuan khusus, semuanya diperlakukan sama dan  
tidak dibedakan baik dari segi fasilitas yang diberikan maupun pembinaan dan 
penempatannya, hal  ini mengacu pada Pasal 5 huruf b Undang– undang 
pemasyarakatan yaitu tentang adanya persamaan perlakuan dan pelayanan 
terhadap setiap warga binaan. 
Adapun asas sistem pembinaan lembaga pemasyarakatan dilaksanakan 
sebagai berikut :
a. Pengayoman 





e. Penghormatan harkat dan martabat manusia
f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan 
g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-
orang tertentu.
Jenis pembinaan dan bimbingan terhadap wargabinaan pemasyarakatan 
dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar mereka setelah selesai menjalani 
pidananya, pembinaannya dan  bimbinganya dapat menjadi warga masyarakat 
yang baik. Dengan terlaksananya beberapa sistem pemasyarakatan diatas maka 
narapidana anak jauh harapan untuk mengulangi perbuatannya kembali yang 
dapat merugikan masyarakat dengan dirinya sendiri sehingga tidak berurusan lagi 
dengan hukum.
Pembinaan terhadap wargabinaan pemasyarakatan disesuaikan dengan 
asas-asas yang terkadung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 yang tercatat dalam sepuluh prinsip- prinsip 
pemasyarakatan. Arah pelayanan, pembinaan dan pembimbingan yang perlu 
dilakuakan oleh petugas lembaga pemasyarakatan adalah memperbaiki tingkah  
laku warga binaan pemasyarakatan agar tujuan pembinaan tercapai. Adapun 
tujuan pembinaan yang disampaikan oleh Bapak Abdi Zainal ialah agar pada saat 
keluar dari lembaga permasyarakatan, warga binaan memiliki bekal dan siap 
hidup  kembali bermasyarakat. 
Setidaknya hal sedimikian rupa harus diupayakaan oleh pihak Lembaga 
Pemasyarakatan demi terselenggaranya hak wargabinaan anak untuk mendapatkan 
pelayanan dan pembinaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pemasyarakatan. 
Selain itu menurut Ondeng bin Zakka, warga binaan Lapas Anak Pare-pare bahwa 
pembinaan kemandirian belum dilaksanakan dengan baik seperti keterampilan dan 
hiburan.  Dia merasa bahwa pembinaan berupa keterampilan  sepatutnya rutin di 
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laksanakan karena akan menjadi bekal yang sangat berguna nantinya ketika suda 
selesai menjalani masa pidananya. Dengan adanya alasan seperti ini maka pihak 
dari Lembaga Pemasyarakatan Kota Pare-pare tidak melakuakan tuganya sesuai 
dengan semestinya dan jauh dari pada ketentuan perundang-undangan.
2. Sarana dan Prasarana dalam Memberikan Pembinaan Narapidana 
Anak
Dalam proses pembinaan narapidana oleh Lembaga Pemasyarakatan 
dibutuhkan sarana dan prasarana pedukung guna mencapai keberhasilan yang 
ingin dicapai. Sarana dan prasarana tersebut meliputi Gedung Pemasyarakatan 
merupakan representasi keadaan penghuni di dalamnya. Keadaan gedung yang 
layak dapat mendukung proses pembinaan yang sesuai harapan. Di Indonesia 
sendiri, sebagian besar bangunan Lembaga Pemasyarakatan merupakan warisan 
kolonial, dengan kondisi infrastruktur yang terkesan ”angker” dan keras. Tembok 
tinggi yang mengelilingi dengan teralis besi menambah kesan seram penghuninya. 
Namun yang menjadi kendala yang dialami oleh Petugas Lapas Anak 
Pare-pare ialah  kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pembinaan 
warga binaan seperti sarana prasarana untuk melakukan pengembangan 
keterampilan serta hiburan. Selain itu juga terdapat kendala dalam hal kerjasama 
dengan Dinas Pendidikan Kota Pare-pare sehingga kegiatan pendidikan serta 
pengajaran tidak lagi terlaksana di Lapas Anak Pare-pare. 
Dengan kurangnya fasilitas yang memadai seharusnya dari pihak Lembaga 
Pemasyarakatan harus mencari solusi yang tepat untuk merealisasi kekurangan 
sarana dan prasarana tersebut baik dengan cara kerja sama dari pihak instansi lain 
ataupun mengupayakan program baru pengadaan kelengkapan prasarana demi 
kepentingan pembinaan tak lain juga supaya hak-hak warga binaan anak dapat 
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terpenuhi didalam lembaga pemasyarakatan. Dengan terpenuhinya hak-hak warga 
binaan Anak didalam Lembaga Pemasyarkatan maka dapat sesuai dengan apa 
yang dimaksudkan dalam undang-undang perlindungan anak.
Perlindungan hukum dan pembinaan yang diberikan kepada Narapidana 
Anak selama mereka di Lembaga Pemasyarakatan diharapkan bisa menjadi bekal 
mereka nanti saat mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dan kembali 
kepada masyarakat. Dengan pembinaan tersebut, Narapidana Anak bisa menjadi 





Dari hasil penelitian dan pembahasan di Lembaga Pemasyarakatan Anak 
Kelas IIB Kota Pare-pare, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Ruang lingkup pembinaan di lembaga pemasyarakatan anak Kota Pare pare 
masih terdapat kekurangan dan belum sesuai dengan tujuan yang ingin 
dicapai. Anak pidana disana belum mendapatkan pembinaan yang optimal, 
dimana masih kurangnya tenaga pengajar.  Pembinaan  yang diberikan 
kepada mereka berupa kepribadian, budi pekerti, pembinaan rekreasi 
(hiburan dan olahraga), pembinaan minat dan bakat. Selain itu pembinaan 
kemandirian terdiri dari keterampilan mengolah tanah liat atau kerajinan 
tangan, dan perkebunan. Dalam pembinaan tidak ada tenaga pengajar 
maupun instruktur yang menjar mereka.
2. Dalam melakukan pembinaan dari Petugas Lapas Pare-pare masih jauh dari 
apa yang diamanatkan oleh undang-undang pemasyarakatan karena masih 
banyak hak narapidana yang tidak terpenuhi. Sedangkan dari sarana dan 
prasarana masih menjadi kendala yang dihadapi dalam melakukan 
pembinaan terhadap warga binaan anak sampai sekarang ini disebabkan  
sarana dan prasarana yang masih kurang memadai dan terhentinya kerja 
sama dengan Dinas  Pendidikan   Kota Pare-pare dalam melakukan 
pembinaan dan kurangnya tenaga pengajar.
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B. Saran
Bedasarkan hasil penelitian yang telah disusun oleh penulis, maka penulis 
memberikan saran sebagai berikut:
1. Seharusnya masyarakat dapat menerima kembali dan tidak mengucilkan 
Narapidana Anak yang keluar dari Lembaga Pemasyarakatan sehingga 
mereka merasa nyaman dan tidak menhulangi kejahatannya lagi dan 
diharapkan bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi.
2. Perlu diberikan alternatif pidana bagi anak yang telah melakukan tindak 
pidana untuk menghindari dampak negatif dari pelaksanaan pidana penjara 
seperti yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yaitu:
a. Mengembalikan kepada kedua orang tua, wali, atau orang tua asuh.
b. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, 
dan latihan kerja. 
3. Penambahan lembaga permasyarakatan bagi orang dewasa sehingga lembaga 
permasyarakat bagi narapidana anak tidak lagi digabungkan dengan 
narapidana dewasa.
4. Dan meningkatkan kerja sama  dengan pihak Instansi-instansi sosial yang 
terkait salah satunya Dinas pendidikan setempat dalam memberikan  
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